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ABSTRAK

Di antara kegiatan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia
adalah melakukan suatu perjalanan, dalam sebuah perjalanan selain membutuhkan
bekal dan tenaga, di dalam Islam telah diatur bagi seorang perempuan yang ingin
melakukan suatu perjalanan disyaratkan disertai oleh mahramnya. Pembahasan
tentang perempuan yang ingin melakukan suatu perjalanan memiliki perbedaan
dikalangan para ulama, termasuk di Indonesia juga memiliki perbedaan pendapat
terkait masalah syarat mahram bagi perempuan yang ingin melakukan suatu
perjalanan. Hal ini terlihat dari perbedaan dari dua organisasi Islam terbesar di
Indonesia yang ikut menjawab persoalan tersebut yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU. Penelitian ini akan membahas
pandangan dari Majelis Tarjih dan TajdidMuhammadiyah dan Lajnah Bahtsul
Masail NU tentang hukum mahram tersebut.

Penelitian ini adalah Library Research yaitu penelitian yang mengambil
dan mengolah datanya dari sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan
penulis adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang
diteliti dengan mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam, baik berasal dari
al-Qur’an, Sunnah, atau sumber hukum yang diakui oleh syara’ dan kaidah-kaidah
fiqhiyyah yang berkaitan. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu
penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara sistematis bagaimana
pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtusl Masail
tentang hukum mahram, kemudian menganalisis dengan membandingkan kedua
pandangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
memandang bagi seorang perempuan yang keluar dari rumahnya baik untuk
melakukan perjalanan atau yang lainnya harus ditemani oleh mahramnya atau
suaminya, jika tidak adanya mahram atau suami yang dapat menemaninya, maka
hajat keluarnya ia dari rumahnya haruslah dibenarkan oleh syara’ dan adanya
keamanaan yang menyertainya. Adapun Lajnah Bahtsul Masail NU memandang
bahwa keluarnya perempuan dari rumahnya harus meminta izin dari suami atau
walinya, jika keluarnya perempuan dari rumahnya menjadi sebab datangnya fitnah
maka hukumnya makruh, sedangkan keluarnya ia dari rumahnya haruslah
keperluan yang dibenarkan oleh syara’. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyah
menggunakan dua dalil yang terlihat bertentangan (Ta’a>rudl al-adillah) dan
menggunakan al-Jam’u wa at-Tawfi>q sebagai metodenya, yaitu
mengompromikan dalil-dalil yang ada tanpa meninggalkan salah satu di
antaranya. Adapun Lajnah Bahtsul Masail menjadikan metode “bermazhab secara
qauli” sebagai jalan dalam mengambil keputusannya, yaitu dengan cara
mengambil qaul yang sudah ditetapkan oleh ulama sebelumnya, sedangkan qaul
ulama sebelumnya menjadikan metode qiyas sebagai penetapan hukumnya.
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MOTTO

“Aku tidak peduli keadaan susah dan senangku, karena

Aku tak tahu, manakah diantara keduanya itu yang

lebih baik bagiku”

(Umar Bin Khattab ra.)
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A. Konsonan Tunggal

Huruf

Arab
Nama Huruf latin Kata

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Ba’ B Be

ت Ta’ T Te

ث Ṡa’ Ṡ Es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح H{a’ Ḥ Ha (dengan titik di bawah)

خ Kha’ KH Ka dan ha

د Dal D De

ذ Z|a Ż Zet (dengan titik di atas)

ر Ra’ R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin SY Es dan Ye

ص S{ad S { Es ( dengan titik di bawah)

ض D{ad Ḍ De (dengan titik di bawah)

ط T{a’ Ṭ Te (dengan titik di bawah)

ظ Z{a’ Ẓ Zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik ke atas



xiv

غ Gain G Ge

ف fa’ F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L ‘el

م Mim M ‘em

ن Nun N ‘en

و Wawu W W

ه ha’ H Ha

ء Hamzah ’ Apostrof

ي ya’ Y Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

دَ  مُتَّعدََّ Ditulis Muta’addida

عِدَّة Ditulis ‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ  Ditulis Hikmah

عِلَّةٌ  Ditulis ‘illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

كَرَا مَةُ الاوْلِیاءَِ  Ditulis Karāmah al-auliyā

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah,kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.
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زَكَاةَ الْفِطْرِ  Ditulis Zakāh al-fit{ri

D. Vokal Pendek

__◌َ _ Fathah Ditulis I

فَـعَلَ  Ditulis Fa’ala
__◌ِ _ Kasrah Ditulis A

ذكُِرَ  Ditulis Żukira

__◌ُ_ Dammah Ditulis U

يَذْهَبُ  Ditulis Yażhabu

E. Vokal Panjang

1 Fathah + alif Ditulis Ā

جاھلیة Ditulis Jāhiliyyah

2 Fathah + ya’ mati Ditulis Ā

یسعى Ditulis Yas’ā

3 Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī

كریم Ditulis Karīm

4 Dammah + wawu mati Ditulis Ū

فروض Ditulis Furūd{

F. Vokal Rangkap

1 Fathah + ya’ mati Ditulis Ai

بیَْنَكُمْ  Ditulis Bainakum

2 Fathah + wawu mati Ditulis Au

قول Dutulis Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apestrof

أأَنَْتمُْ  Ditulis a’antum
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أعُِدَّتْ  Ditulis u’iddat

لئَنِْ شَكَرْتمُْ  Ditulis la’in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

ألَْقرُْآنُ  Ditulis Al-Qur’ān

ألَْقِیاسَُ  Ditulis Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الَسَّماءَُ  Ditulis as-sama>’

الَشَّمْسُ  Ditulis asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut  penulisannya

الفرُُوْضِ يذوَِ  Ditulis Żawī al-furūd{

أھل السُنَّةِ  Ditulis Ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masih banyak sekali yang tidak dapat membedakan antara mahram dengan

muhrim, padahal keduanya memiliki arti yang sangat berbeda dan tidak

memiliki hubungan sama sekali. Mahram adalah orang (perempuan, laki-laki)

yang haram dinikahi karena sebab tertentu, sedangkan muhrim adalah orang

yang sedang berihram saat melakukan ibadah haji maupun ibadah umrah.1

Sebagian perempuan juga belum mengerti tentang apa itu mahram dan

siapa saja yang termasuk mahramnya. Padahal banyak sekali aturan yang

berkaitan dengan masalah mahram. Di antara aturan yang berkaitan dengan

mahram, seperti pernikahan, berdua-duaan (khalwat) dengan yang bukan

mahram, perwalian, dan juga termasuk seorang perempuan yang ingin keluar

dari rumahnya baik untuk melakukan perjalanan (safar) atau urusan lainnya.

Salah satu kegiatan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia

adalah melakukan suatu perjalanan. Perjalanan selalu membutuhkan bekal,

tenaga dan cukup banyak menyita waktu seseorang yang melakukan suatu

perjalanan. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek

kehidupan manusia dan termasuk di dalamnya adalah seseorang yang ingin

melakukan suatu perjalanan yang kemudian dikenal dalam istilah fiqh adalah

safar.

1Ahmad Warson Munawwir, Kamus Almunawwir Arab-Indonesia, cet. Ke-14,
(Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), hlm. 257.
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Pada asalnya siapapun boleh melakukan perjalanan atau safar tanpa

adanya ketentuan-ketentuan khusus untuk melakukan suatu perjalanan selama

iya mampu melakukan suatu perjalanan, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi

kaum perempuan. Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda antara

laki-laki dan perempuan, karena pada asalnya laki-laki dan perempuan itu

berbeda sebagaimana firma Allah SWT:

ٔنثى2 ر كا س الذ ,,,ول

Perbedaan ini pun memberikan ketentuan hukum yang berbeda pula

dalam beberapa permasalahan. Akan tetapi setiap amalan yang mereka lakukan

tetap sama-sama mendapatkan balasan selama mereka mengikuti ketentuan-

ketentuan yang berlaku kepada masing-masing mereka, sebagaimana firman-

Nya:

ر حساب3 ها بغ رزقون ف لون الجنة  لٔئك ید ٔنثى وهو مؤمن ف ٔو  ر  من ذ ا ومن عمل صال

Bagi seseorang yang ingin melakukan suatu perjalanan memiliki ketentuan

yang dibebani kepada setiap mukallaf4 baik laki-laki maupun perempuan,

seperti memiliki bekal yang cukup, mencari teman dalam perjalanan,

mengangkat pemimpin dalam rombongan perjalanan dan adab-adab dalam

2 Ali>-‘Imra>n (3): 36.

3 Ga>fir (40): 40.

4 Mukallaf adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah Ta’la. Lihat Nasrun
Haroen, Ushul Fiqh I, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 304.
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melakukan suatu perjalanan.5 Dari beberapa ketentuan-ketentuan yang ada,

menjadi hal yang menarik untuk dibahas yaitu perempuan yang ingin

melakukan suatu perjalanan disyaratkan ditemani oleh mahramnya,

sebagaimana Hadis Rasulullah :صلى الله عليه وسلم

ن  فع, عن إ له, عن  كم عبد ا د ٔسامة:  ي  ٔب راهیم الحنظلي قال: قلت  ن إ اق  دثنا إس

م الا مع  ٔ سافر المرٔة ثلاثة  لیه و سلم قال : لا  له  ي صلى ا ٔن النب له عنهما:  عمر رضي ا

ذي محرم6

Hal ini diperkuat lagi oleh banyaknya dalil yang melarangnya, seperti:

ي هررة رضي  ٔب ٔبیه, عن  ري, عن  دثنا سعید المق ي ذئب قال:  ٔب ن  دثنا إ دٓم قال:  دثنا 

ٔن  له و الیوم الاخر  ل لإمرٔة تؤمن  لیه و سلم : لا ی له  ي صلى ا له عنهما قال : قال النب ا

س معها حرمة7 رة یوم و لیلة ل سافر مس

Banyaknya dalil-dalil yang melarangan bagi perempuan melakukan

perjalanan tanpa adanya mahram menunjukkan suatu keharaman apabila

mereka bersafar tanpa ditemani oleh mahram, sebagaimana kaidah ushul fiqh

menjelaskan :

5 Sa’id Bin ‘Ali> Bin Wahf al-Qahtha>ni, Adab Safar Perjalanan Penuh Berkah, hlm. 8.

6 Imam Al-Bukha>ri, S}ahi>h al-Bukha>ri, (Lebanon: da>r al-kutub al-‘Ilmiyah, 2009), I: 263,
hadis nomor 1086, “Kita>b Taqshi>r Ash-Shola>h,” “Ba>b Fi> Kam Yaqshur ash-Shola>h.”

7 Ibid., hadis nomor 1088.
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لتحریم8 ي  ٔصل في ال نه ا

Setiap larangan menunjukkan suatu keharaman dan setiap keharaman

yang dikerjakan maka akan berujung kepada dosa bagi pelakunya.

Membahas permasalahan perempuan seakan tidak ada habisnya. Setiap

sudut perempuan memiliki sisi yang harus dibahas dan didiskusikan secara

mendalam. Termasuk hadis-hadis di atas yang menjelaskan keharusan bagi

perempuan yang ingin melakukan perjalanan agar ditemani oleh mahramnya.

Keharusan tersebut memilki dampak positif bagi perempuan yaitu untuk

menjaga keamanaan dan perlindungan mereka, tapi di sisi lain dengan

mengikuti perkembangan zaman menjadi problem bagi kaum perempuan yang

kehidupan sekarang banyak melakukan aktifitas di luar rumah tanpa harus

didampingi oleh mahram. Maka hal ini menjadi kegelisahan bagi perempuan,

di satu sisi ingin menjadi seorang hamba yang taat kepada agama dengan

mengikuti perintah Allah dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم tapi di sisi lain ketika melihat

tekstual hadis terlihat seperti akan merepotkannya dalam beraktifitas di luar

rumah.

Para imam mazhab juga berbeda pandangan dalam memahami dalil-dalil

tentang larangan safar tanpa mahram bagi perempuan. Hal ini terlihat pada

perbedaan pandangan imam mazhab terkait persyaratan mahram bagi

perempuan yang ingin melaksanakan suatu perjalanan atau safar, khususnya

pada safar haji.

8 ‘Abdul Hami>d Haki>m, Maba>di> Awwa>liyyah: Fi Ushu>l al-Fiqh Wa al-Qawa>’id al-
Fiqhiyyah,, (Jakarta: al-Maktabah As-Sa’adiyyah Putra, t.t.), hlm. 5.
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Mayoritas ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa

seorang mahram dan suami bukanlah syarat wajibnya haji, baik perempuan itu

masih muda atau sudah tua, bersuami maupun tidak, karena mahram itu hanya

sarana agar dapat menjaga keamanaannya, bukan tujuan.9 Berbeda dengan

mayoritas ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah yang berpandangan bahwa

adanya suami atau mahram itu merupkan syarat bagi perempuan yang mau

melaksanakan haji, sekalipun ia tua. Maka ia tidak boleh haji tanpa ditemani

oleh suami atau mahram.10

Perbedaan yang terjadi menimbulkan kegelisahan khususnya bagi kaum

perempuan. Bahkan hal ini terus berlanjut pada masa modern dan tidak

mendapatkan kesimpulan yang pasti tentang boleh tidaknya perempuan

melakuan safar tanpa mahram. Beberapa organisasi masyarakat di Indonesia

yang cukup besar dan memiliki majelis yang membahas dan menjawab

persoalan-persoalan masalah keagamaan di dalamnya juga ikut memberikan

pandangannya tentang larangan perempuan keluar rumah baik untuk

melakukan perjalanan atau hal lainnya tanpa disertai dengan mahramnya.

Organisasi yang dimaksud adalah Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang

sama-sama memiliki majelis yang membahas dan menjawab persoalan dalam

masalah keagamaan yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan

Lajnah Bahtsul Masail NU.

9 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, alih bahasa Masykur A.B dkk, cet.
ke-28 (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013), hlm. 209.

10 Ibid., hlm. 210.
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Sebagaimna dalam buku Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti

yang disusun oleh Pimpinan Aisyiah, di antara prinsipnya adalah jika

berpergian, supaya menetapi putusan majelis tarjih. Putusan Majelis Tarjih

dan Tajdid Muhammadiyah yang dimaksud adalah tidak halal bagi perempuan

melakukan perjalanan sehari atau lebih, kecuali beserta dengan mahramnya

atau suaminya dan juga untuk keperluan yang dibenarkan oleh syara’ serta

adanya keamanan.11 Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW.

ي ٔب ٔبیه, عن  ي سعید عن  ٔب ن  دثنا سعید  ٔب.  ي ذ ٔب ن  ن سعید عن ا ى  دثنا یحی ٔن  هررة, 

لیه و سلم. له  له صلى ا رة رسول ا سافر مس خٓر,  له و الیوم ا ل لامرٔة تؤمن  قال :  لا ی

یوم,  الا مع ذي محرم12

Demikian pula perempuan boleh melakukan perjalanan seorang diri sehari

atau lebih, dengan keperluan yang dibenarkan oleh syara serta adanya

keamanan, melihat dari hadis Adi bin Hatim:

ه  ٔ ل فشكا الیه الفاقة ثم  ٔتى ر لیه و سلم إذا  له  ي صلى ا عند النب ٔ ن  اتم قال : ب ن  دي 

ت عنه, قال :  ٔنب ٔره فقد  رة ؟, قلت : لم  دي هل رٔیت ال ل, فقال :  خٓر فشكا قطع الس

11 Pusat Pimpinan Aisyiah, Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti, Cet. Ke-3,
(Yogyakarta: Pusat Pimpinan Muhammadiyah, 1956), hlm. 30-31.

12 Ima>m Muslim, S}ahi>h Muslim, (Lebanon: da>r al-kutub al-‘Ilmiyah, 2008), II: 300, hadis
no.1339, “Kita>b Al-Haj,” “Ba>b Safar al-Mar ah ma’a Mahram Ila Haj wa Ghairihi.”
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ى تطوف  رة ح ل من ال رت رن الظعینة  اة ل له. قالكعبل قال فإن طال بك ح اف إلا ا ة لا ت

له13 اف إلا ا لكعبة لا ت ى تطوف  رة ح ل من ال رت دي : فرٔیت الظعینة 

Adapun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengambil pendapat dari

ulama terdahulu sebagai putusannya yang ditetapkan pada Muktamar NU ke-

29 di Cipasung Tasikmalaya pada Tanggal 1 Rajab 1415 H/4 Desember 1994

M tentang permasalahan banyaknya wanita yang bekerja di luar rumahnya

pada malam hari. Keputusan Bahtsul Masa’il saat itu adalah haram bagi wanita

bekerja di malam hari. Hukum ini dapat berubah tergantung pada ada tidaknya

fitnah serta izin dari suami atau wali. Menjadi boleh hukumnya jika perempuan

pekerja malam hari itu aman dari fitnah serta mendapat izin dari suami atau

walinya. Pendapat ini mengambil qiyas dari hadis Nabi Muhammad Saw.

yaitu:

ن ان  دثنا سف رة :  ة. قال زه ن غی ن حرب. جمیعا عن ا ر  ة عن دثنا عمرو الناقد و زه عی

ذٔنت  لیه و سلم قال :  إذا است له  ي صلى ا ٔبیه. یبلغ به النب دث عن  الزهري. سمع سالما ی

د فلا یمنعها14 دكم امرٔته الى المس ٔ

13 Ima>m Al-Bukha>ri, S}ahi>h al-Bukha>ri, II: 435, hadis no. 3595, “Kita>b Al-Mana>qib”,
“Ba>b ‘Alama>t An-Nubu>wah Fi> Al-Isla>m.”

14 Ima>m Muslim, S}ahi>h Muslim, I: 268, hadis no.442, “Kita>b Ash-Shola>h”, Ba>b Khuruj
an-Nisa > Ila al-Masjid.
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Dari hadis ini diambil ‘Illat bahwa keluarnya perempuan karena ada hajat

yang syari’menjadi sebab tidak dilarangnya perempuan keluar dari

rumahnya.15

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, melihat berbagai pandangan

yang berbeda dari persoalan yang sama, menjadi hal yang menarik untuk

ditelaah lebih dalam. Penyusun merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan

tersebut dari dua sisi pandangan dari dua organisasi terbesar yang ada di

Indonesia dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul Hukum Mahram

menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbath hukum Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang

hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram ?

2. Apa persamaan dan perbedaan di antara pandangan Majelis Tarjih dan

Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram ?

15 Tim Lajnah Ta’lif Wa an-Nasyr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika
Aktual Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-2010), (Surabaya: Khalista,
2011), hlm.501.
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C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi

ini adalah :

1. Untuk menjelaskan metode istinbath hukum dari Majelis Tarjih dan

Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram.

2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih

dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul

Ulama tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa

mahram.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Sebagai hazanah kepustakaan bagi pembaca terutama mengenai

hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram.

2. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai

keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram.

D. Telaah Pustaka

Guna mendukung penelitian ini, penyusun menelaah karya-karya ilmiah

sebelumnya yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, sebagai bahan

refrensi dan pembanding terhadap penelitian ini. Karya yang membahas

masalah ini diantaranya yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Atiyatul Ulya yang berjudul “Konsep “Mahram”,

Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan ?”. Dalam jurnah tersebut

menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang larangan safar tanpa mahram bagi
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perempuan, apabila difahami secara literalis normative akan berdampak pada

pengekangan aktivas perempuan diranah public, bahkan dalam melaksanakan

ibadah maupun menuntut ilmu sekalipun. Sebalikanya, pemahaman secara

filosofis empiris, hadis-hadis tentang larangan safar tanpa mahram

mencermkinkan adanya tanggung jawab bersama untuk membangun system

yang aman dan ramah bagi perempuan sehingga mereka dapat beraktivitas

seperti kaum laki-laki untuk mengemban amanah sebagai khalifah yang juga

dibebankan kepada kaum perempuan.16

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fawaid yang berjudul

“Reinterpretasi Hadis tentang Mahram”. Dalam jurnal tersebut menyebutkan

bahwa konsep mahram dalam kondisi sekarang adalah berwujud aturan-aturan

hokum, perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan public yang dapat

menjamin keterlindungan perempuan. Pendampingan mahram atas perempuan

yang sedang berpergian menjadi relevan lagi apabila situasi social pada suatu

masyarakat mirip dengan kondisi saat hadis tentang larangan safar tanpa

mahram bagi perempuan itu muncul.17

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Holilur Rohman dengan judul

Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan Prespektif

Hermeneutika Fazlur Rahman. Di dalam jurnal ini juga menjelaskan pendapat

beberapa para ulama seperti Imam Nawawi yang berpendapat bahwa

16 Atiyatul Ulya, “Konsep “Mahram”, Jaminan Kemanaan atau Pengekangan
Perempuan?”, AL-FIKR, Vol. 17:1 (tnb 2013), hlm. 253.

17Ahmad Fawaid, “Reinterpretasi Hadis tentang Mahram”, Nur El-Islam, Vol. 3:1 (April
2016), hlm. 194.
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perempuan dilarang berpergian secara mutlak tanpa pertimbangan waktu

berapa lama perjalanan itu dilakukan dengan alasan bahwa perempuan itu

adalah penyebab fitnah. Kemudian Holilur Rohman juga memaparkan

penjelasan dari Ibnu Hazm, bahwasannya beliau berpendapat

diperbolehkannya perempuan melakukan haji tanpa mahram, akan tetapi dalam

hal lain beliau melarang perempuan keluar tanpa didampingi oleh suami.

Kemudian dengan teori Fazlur Rahman yaitu Double Movement, Holilur

Rohman menyimpulkan bahwa alasan dibalik larangan perempuan safar tanpa

mahram adalah kekhawatiran terhadap kemanaan perempuan saat berpergian

seorang diri tanpa mahram. Maka dengan adanya mahram menjadi salah satu

mekanisme untuk melindungi perempuan dari kemungkinan-kemungkinan

yang tidak dikehendaki bukan menjadi sebuah kewajiban, karena yang

terpenting adalah mendapatkan rasa aman dalam perjalanan yang dilakukan.18

Telaah pustaka dan penelusuran data yang dilakukan, ditemukan beberapa

topik yang membahas tentang konsep mahram untuk perempuan yang ingin

keluar dari rumahnya baik untuk melakukan suatu perjalanan atau hal lainnya.

Akan tetapi, beberpa dari karya ilmiah, belum ada satupun yang memfokuskan

topik penelitiannya seperti fokus yang penelitian ini lakukan, yaitu “Hukum

Mahram Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah

Bahtsul Masail NU”. Oleh karena itu, penyusun menganggap bahwa topik ini

penting untuk dibahas.

18 Holilur Rahman, “Reinterpretasi Konsep Mahram dalam Perjalanan Perempuan
Prespektif Hermeneutika Fazlur Rahman”, AL-HUKAMA, vol. 7 (Surabaya 2017), hlm. 272-273.
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E. Kerangka Teoritik

Sebagai upaya untuk membantu penelitian dibutuhkan kerangka teoritik

yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan yang memuaskan.

Jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan suatu

penelitian.

Kerangka teoritik dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau

batasan-batasan yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan

dilakukan, adalah teori mengenai variable-variable permasalahan yang akan

diteliti.19

Hukum Islam atau Fikih merupakan penjelasan Syari’at Islam yang

tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi

masyarakat. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. merupakan

agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian atau sebagai Rahmatan

Lil ‘A>lami>n baik secara individu maupun kelompok.

Perbandingan Mazhab dalam bahasa arab disebut Muqa>ranah al-Maza>hib

yang berarti mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun pandangan-

pandangan para imam mujtahidin.

Menurut Huzaemah Tahedo Yanggo,20 ruang lingkup pembahasan bidang

perbandingan mazhab adalah :

19 Mardalis, Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, cet. Ke-8, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), hlm. 41.

20 Huzaemah Tahedo Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997),
hlm. 83-84.
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1. Hukum-hukum amaliyah baik yang disepakati maupun yang

diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad

mereka dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka

dalam menetapkan hukum.

2. Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari al-

Qur’an maupun Sunnah. Atau dalil lain yang diakui oleh syara’.

3. Hukum yang berlaku di Negara tempat peneliti hidup, baik hukum

Nasional/ Positif maupun hukum Internasional.

Untuk melihat antara dua pandangan yang saling bertentangan bisa

dilakukan dengan melihat dalil-dalil yang digunakan. Jika dalil yang digunakan

salah satu pandangan itu lebih kuat maka pandangan itu diunggulkan

ketimbang pandangan yang lain. Adapun salah satu tolak ukurnya adalah

tingkat kejelasan petunjuk dalil dalam menjelaskan sebuah persoalan. Imam

asy-Syaukani menyebutkan beberapa cara dari pentarjihan dengan

menggunakan faktor di luar nash di antaranya adalah :21

1. Mendahulukan salah satu dalil (pandangan) yang mendapat

dukukungan dari dalil lain, baik dari al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas,

maupun Logika (Ra’yu);

2. Menguatkan dalil (pandangan) yang kandungannya lebih dekat

kepada kehati-hatian (ihtiyat}).

21 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih 1, cet. ke-1, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 201-202.
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Untuk itulah para ahli fiqh menetapkan sejumlah kaidah yang sesuai

dengan prioritas, di mana menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada

mengambil kemashlahatan. Kaidahnya adalah :

لب المصالح22 لى  درء المفاسد مقدم 

Bagi orang yang belajar syari’at Islam pasti akan mengatakan bahwa

hukum-hukum yang terkandungan di dalam syari’at Islam itu berorientasi

memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan) untuk

mewujudkan kemaslahatan bagi mereka.23 Sebagaimana juga setiap perintah

dan larangan dalam syari’at bukanlah untuk membuat manusia payah,

terbebani, atau menderita, tetapi sebaliknya, menimbulkan kemashlahatan bagi

dirinya.24

F. Metode Penelitian

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka

disusun metode penelitian sebagai penunjuk jalan yang akan mengarahkan

jalannya penelitian ini. Metode ini dibutuhkan agar dalam penyusunan dapat

tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah

terkait pembahasan pada skripsi ini. Metode yang digunakan adalah sebagai

berikut :

22 Asjmuni A Rahman, Qai’dah-qai’dah Fiqh, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
hlm. 76.

23 Yusuf al-Qardawi, Membunyikan Syari’at Islam, alih bahasa Muhammad Zakki dkk,
(Surabaya: Dunia Ilmu, 1997) hlm. 56.

24 Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia,
Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 10.
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1. Jenis Penelitian

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk

jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang

mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek

yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu penelitian yang

berusaha memberikan gambaran secara sistematis bagaimana

pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum keluarnya perempuan

tanpa mahram, kemudian mengkomparasikan kedua pandangan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendakatan normatif. Pendekatan

normatif adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan

mengkaji berdasarkan pandangan hukum Islam, baik berasal dari al-

Qur’an, Sunnah, atau sumber hukum yang diakui oleh syara’ dan

kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan dengan menggunakan bahan sebagai berikut:

a. Bahan Primer
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Bahan utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

Tuntunan Mentjapai Isteri Islam Jang Berarti dan Ahkamul

Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Islam.

b. Bahan Skunder

Bahan data pendukung yang relevan dengan objek penelitian baik

berupa buku, kitab fikih, jurnal serta skripsi yang berhubungan

dengan obyek penelitian yaitu hukum mahram bagi perempuan dan

juga mengambil data dengan studi kepustakaan, penelitian ini juga

menggunakan teknik interview/wawancara.

5. Analisi Data

Sebagai upaya untuk menjawab pokok masalah yang pertama,

digunakan analisa induksi, yakni penarikan kesimpulan yang dimulai

dengan menjelaskan metode istinbath hukum Majelis Tarjih dan

Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

tentang hukum keluarnya perempuan dari rumahnya tanpa mahram.

Untuk menjawab pokok masalah yang kedua, digunakan metode

komparatif dimaksudkan untuk membandingkan antara kedua

pendapat dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum keluarnya perempuan

dari rumahnya tanpa mahram, sehingga dapat ditemukan persamaan

dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya terdiri dari atas

pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat

disajikan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penyusunan

penelitian akan disajikan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud untuk mengetahui

gambaran umum dari permasalahan yang dikaji.

Bab II berisi tinjaun umum dari pembahasan yang dikaji, meliputi

pengertian mahram, siapa saja yang menjadi mahram bagi perempuan menurut

pandangan Islam, Perundang-Undangan di Indonesia serta Kompilasi Hukum

Islam.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan kelembagaan kedua majelis

fatwa. Meliputi pembahasan sisi sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammdiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama serta menjelaskan

metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh kedua majelis fatwa tersebut.

Bab IV berisi metode istinbath hukum dari Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammdiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum

keluarnya perempuan tanpa mahram. Kemudian melakukan perbandingan dari

kedua pandangan ini untuk menganalisis dalil dan sisi persamaan dan

perbedaan pendapat antara keduanya dan sekaligus menimbang pendapat yang

lebih diunggulkan dari kedua pandangan.
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Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan untuk menjawab pokok

masalah dari penelitian yang dilakukan serta kritik dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, di

mana Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU, memiliki

metode istinbat hukum yang berbeda. Dari situlah kemudian penyusun

memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk upaya dalam menjaga kemurnian sebuah ajaran dalam

agama Islam, dalam setiap penetapan hukumnya, Majelis Tarjih

Muhammadiyah menyandarkan setiap persoalan hukumnya kepada al-

Qur’an dan as-Sunnah. Dalam permasalahan tentang safarnya

perempuan tanpa mahram, Majelis Tarjih menempuh jalan al-Jam’u

wa at-Tawfiq, yaitu dengan mengumpulkan dalil-dalil yang membahas

permasalahan perempuan yang keluar dari rumahnya untuk melakukan

perjalanan tanpa disertai mahramnya yang terdapat pada as-Sunnah,

yang kemudian dikompromikan tanpa meninggalkan dalil yang

lainnya. Setelah melakukan al-Jam’u wa at-Tawfiq dan mendengarkan

hujjah masing-masing pihak yang membolehkan wanita berpergian

asal dengan aman dan yang tak membolehkannya kecuali dengan

mahramnya, ternyata kuat kedua-keduanya, maka rapat berpendapat

bahwa hal itu maukuf, artinya majelis belum dapat memutuskan di

antara kedua pendapat itu. Maka hal itu menunjukkan bahwa majelis

berpandangan tidak halal bagi perempuan yang keluar dari rumahnya
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untuk melakukan perjalanan tanpa disertai mahramnya, akan tetapi

dibolehkannya perempuan keluar dari rumahnya sendirian untuk

bersafar dengan syarat dibenarkan oleh syara’ dan adanya keamanaan

bersamanya.

2. Sebagai bentuk kehati-hatian, Bahtsul Masail NU dalam suatu masalah

yang hendak diputuskan tidak dicarikan norma hukumnya langsung

kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, namun dengan mencari dahulu

beberapa pendapat ulama termasyhur dari abad pertengahan yang

terkodifikasi dalam kitab kuning. Dalam permasalahan tentang

perempuan yang keluar dari rumahnya baik untuk melakukan

perjalanan atau yang lainnya tanpa disertai oleh mahramnya, Bahtsul

Masail NU mengambil jalan “bermazhab secara qauli”, yaitu

mengambil pendapat ulama sebelumnya. Para ulama sebelumnya

berpendapat bahwa perempuan yang ingin keluar dari rumahnya baik

untuk melakukan perjalanan atau hal lainnya itu dibolehkan, asalkan

hal keperluan ia keluar dari rumahnya itu dibenarkan oleh syara’. Hal

ini diqiyaskan kepada hadist nabi yang melarang seorang suami untuk

tidak melarang istri mereka yang ingin melaksanakan sholat di masjid,

dan menjadikan tujuan ke masjid sebagai keperluan yang dibenarkan

oleh syara’, maka keluarnya perempuan selain kemasjid juga

dibolehkan asalkan adanya kesamaan ‘illah, yaitu adanya keperluan

yang dibenarkan oleh syara’ baik melakukan perjalanan atau yang

lainnya dan disyaratkan pula untuk meminta izin kepada suami atau
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walinya. Maka Bahtsul Masail NU berpandangan bahwa perempuan

yang keluar dari rumahnya baik untuk melakukakan perjalanan atau

hal yang lainnya itu dibolehkan dengan syarat keperluan ia keluar dari

rumahnya adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syara’ dan keluarnya

ia diizinkan oleh suami atau walinya.

3. Persamaan dan perbedaan

a. Persamaan

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU

sama-sama menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai dasar

penetapan hukum yang utama. Majelis Tarjih Muhammadiyah dan

Lajnah Bahtsul Masail NU memandang bahwa keluarnya

perempuan dari rumahnya baik untuk melakukan perjalanan atau

hal yang lainnya diharuskan untuk meminta izin kepada suami atau

walinya. Selain itu Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah

Bahtsul Masail NU juga memandang bahwa segala bentuk hajat

seorang perempuan yang ingin keluar dari rumahnya haruslah

suatu hajat yang dibenarkan oleh syara’.

Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memandang bahwa

keluarnya perempuan baik untuk melakukan perjalanan atau

keperluan lainnya tidak mewajibkan untuk ditemani oleh

mahramnya tapi disyaratkan adanya keamanan baginya,

sebagaimana hadis Adi bin Hatim. Begitu pula Lajnah Bahtsul

Masail NU memandang bahwa perempuan yang keluar dari
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rumahnya untuk melakukan perjalanan atau hal yang lainnya yang

dibenarkan oleh syara’ tidak mewajibkan adanya mahram untuk

menemaninya tapi disyaratkan agar terjauh dari fitnah serta adanya

rasa aman baginya.

b. Perbedaan

Majelis Tarjih Muhammadiyah langsung bersandar kepada al-

Qur’an dan as-Sunnah sebagai landasan dalam penetapan suatu

permasalahan hukum. Akan tetapi, pandangan mazhab tetap bisa

menjadi pertimbangan dalam penetapan suatu permasalahan

hukum selama masih sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.

Berbeda dengan Lajnah Bahtsul Masail NU yang memilih untuk

menggunakan pendapat-pendapat dan pola pikir ulama terdahulu

yang tercakup dalam aliran atau mazhab tertentu yang masih

bersandar pada al-Qur’an dan as-Sunnah.

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU

dalam membahas peremasalahan yang berhubungan dengan

keluarnya perempuan dari rumanya baik untuk bekerja atau

melakukan perjalanan mengambil dalil yang berbeda dalam

pembahasannya. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil hadist

Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang larangan safar bagi perempuan tanpa

ditemani oleh mahramnya, Kemudian mengambil hadist dari Adi
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bin Hatim sebagai hujjan atas dibolehkannya perempuan yang

keluar tanpa di temani oleh mahramnya.

Berbeda dengan Lajnah Bahtsul Masail NU yang menjadikan

dibolehkannya perempuan kelaur dari rumahnya disebabkan

karena adanya hajat yang dibenarkan oleh syara’, yaitu dengan

mengambil sabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم tentang melarang suami agar tidak

melarangnya istrinya untuk pergi ke masjid.

Lajnah Bahtsul Masail NU menjadikan keluarnya perempuan

ke masjid sebagai adanya hajat yang dibenarkan oleh syara’,

kemudian menjadikan hal itu sebagai ‘illah bagi perempuan yang

ingin keluar dari rumahnya baik untuk ke masjid, melakukan

perjalanan atau hajat yang lainnya yang dibenarkan oleh syara’.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil metode istinbat

hukum yang berbeda dengan Lajnah Bahtsul. Majelis Tarjih

menempuh jalan dalam pengambilan keputusannya dengan

menggunakan metode al-Jam’u wa at-Tawfi>q, yaitu

mengompromikan dalil-dalil yang ada tanpa meninggalkan salah

satu di antaranya.  Sedangkan Lajnah Bahtsul Masail menjadikan

metode “bermazhab secara qauli” sebagai jalan dalam mengambil

keputusannya, yaitu dengan cara mengambil qaul yang sudah di

tetapkan oleh ulama sebelumnya, sedangkan qaul ulama
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sebelumnya menjadikan metode qiyas sebagai penetapan

hukumnya.

Jika dilihat dari semua dalil yang membahas tentang larangan

keluarnya seorang perempuan baik untuk melakukan perjalanan

atau yang lainnya tanpa disertai dengan mahramnya, secara

substansi menunjukkan adanya sebuah perlindungan kepada

perempuan yang ingin keluar dari rumahnya, yaitu adanya rasa

aman. Maka dengan adanya mahram yang menemaninya dalam

sebuah perjalanan akan menciptakan rasa aman baginya. Rasa

aman menjadi titik penting bagi seorang perempuan yang ingin

keluar dari rumahnya baik melakukan perjalanan atau yang

lainnya. Sedangkan yang lebih utama menciptakan adanya rasa

aman adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menjaga

dan menaungi warga negaranya dari segala bentuk bahaya yang

dapat menimpa warga negaranya, baik itu penjambretan, begal,

penculikan atau yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan dan hasil yang telah

dipaparkan, penyusun dapat memberikan saran, yaitu :

1. Sebagai bentuk pengembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam

bidang ilmu hukum Islam agar menjadi lebih luas, jika penelitian ini

menggunakan metode kepustakaan alangkah baiknya untuk penelitian
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selanjutnya agar dikembangkan dengan menggunakan metode lapangan.

Dengan langsung melihat kondisi lapangan akan memberikan informasi

baru bahwa setiap zaman dan tempat akan menghasilkan hukum yang

berbeda.

2. Permasalahan tentang hukum mahram ini alangkah baiknya jika para

‘Alim, Kiyai, Ustadz maupun Ulama memberikan kepahaman secara jelas

akan permasalahan ini, karena mereka menjadi salah satu diantara panutan

yang akan diikuti oleh masyarakat pada umumnya.
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